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Hadi SOESASTRO

Kiai Haji Irfan sangat terpandang di desanya, di Jawa Tengah, yang se
bagian besar penduduknya amat miskin. Ia kaya sekali dan tanah miliknya 
berhektar-hektar luasnya. Cerita mengenai Pak Haji ini dianggap menarik un
tuk diungkapkan dalam suatu diskusi panel baru-baru ini oleh Siswono Judo 
Husodo, tokoh pengusaha muda yang pernah tinggal di desa itu. Ikhwalnya, 
kekayaan Pak Haji yang demikian besar itu tidaklah membuainya dibenci 
masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, keberadaan sang haji itu tampaknya di
restui” oleh sekalian penduduk desanya. Bahkan di waktu lalu, ketika PK1 
gencar melansir land reform, Haji Irfan itu dilindungi oleh penduduk se
kelilingnya.

Kasus Haji Irfan ini bisa saja dipakai untuk menunjukkan bahwa kesen
jangan sosial ekonomi tidak selalu harus menimbulkan konflik. Apabila 
memang demikian halnya, maka masalahnya terletak pada pengertian me
ngenai kesenjangan itu. Karena kesenjangan itu menyangkut cita rasa, ia se
benarnya merupakan masalah persepsi. Kuantifikasi belaka tampaknya tidak 
memadai. Di India, misalnya, pembagian pendapatan antarkelompok ma
syarakat jauh lebih timpang daripada di Indonesia. Tetapi masalah kesen
jangan ekonomi itu lebih banyak dipermasalahkan di Indonesia; mungkin ka
rena lebih tampak.

Restu yang diterima Haji Irfan dari masyarakat sekelilingnya mungkin 
merupakan konsekuensi peranannya sebagai bapak panutan, seorang bapak 
pelindung yang tidak hanya memberikan naungan spiritual tetapi juga keun
tungan material. Apabila demikian, dapatkah model ini diterapkan dalam ke
hidupan ekonomi masyarakat kita dewasa ini, khususnya untuk menyerasikan 
hubungan antara pengusaha-pemilik modal dan lingkungannya?

‘Karangan ini pernah dimuat di majalah Tempo, 17 November 1984 dengan judul ’’Haji Irian, 
Gudang Garam, dan Dominasi Cina.”
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Contohnya ada, kata Kwik Kian Gie, pengusaha-cz//n-analis itu: perusa
haan rokok Gudang Garam merupakan usaha besar pribadi swasta -- nota
bene dari keturunan Cina — yang kehadirannya juga direstui masyarakat se
kelilingnya. Hal ini rupanya karena manajemen Gudang Garam memberikan 
berbagai pelayanan yang jauh melampaui apa yang lazimnya dilakukan suatu 
perusahaan. Falsafah yang mendasarinya, katanya, adalah membagi keun
tungan, yang sebenarnya cuma manifestasi ’’keberuntungan.”

Apa pun dasarnya, kasus-kasus di atas dilihat sebagai pencerminan dari 
apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial pengusaha. Setidaknya, dalam 
diskusi panel yang diselenggarakan oleh Yayasan Prasetiya Mulya dan Ya
yasan Pembangunan Pemuda Indonesia, Kamis tanggal 8 November lalu di 
Gedung YPM di Cilandak, Jakarta Selatan, tampaknya disepakati arti penting 
solidaritas sosial tersebut. Malahan telah dikembangkan pemikiran-pemikiran 
yang menunjukkan mengapa pada tahapan perkembangan sosial ekonomi 
masyarakat Indonesia dewasa ini diperlukan suatu solidaritas baru. Dalam 
rangka ini, pengusaha dan wiraswasta patut diberi kedudukan yang layak, 
sebab mereka diperlukan sebagai ujung tombak menghadapi tantangan- 
tantangan berat di masa mendatang.

Solidaritas baru ini kiranya memang diperlukan untuk mengakhiri ke
adaan, yang di dalamnya pengusaha swasta cenderung dilihat dengan sebelah 
mata, sebagai kelompok yang dalam hidupnya hanya mengenal berbisnis serta 
mencari uang, dan tidak peka terhadap keadaan masyarakat sekelilingnya. 
Citra negatif mengenai pengusaha swasta ini cukup menahun, karena ber
sumber pada faktor-faktor ideologis, kultural, dan emosional, antara lain 
karena dunia usaha tampaknya tetap didominasi kelompok keturunan Cina.

Kalaupun juga disepakati bahwa hambatan-hambatan di atas dapat diatasi 
melalui keterlibatan sosial yang lebih besar dari para pengusaha dalam ke
hidupan masyarakat, cara keterlibatan itu sendiri masih perlu disepakati se
cara bersama. Sebab, esensi persoalannya adalah masalah membagi (redis- 
tribusi): mekanismenya, serta pola-pola yang digunakan untuk menghasilkan 
apa-apa yang kemudian dibagi itu.

Mengenai mekanisme bisa dibedakan antara yang langsung (uieh per
usahaan) dan yang tidak langsung (melalui pemerintah). Apabila sistem per
pajakan berjalan dengan baik, maka masalah redistribusi secara adil dise
lenggarakan melalui anggaran pemerintah. Tanggung jawab sosial pengusaha 
dilaksanakan melalui pembayaran pajak yang kemudian digunakan untuk 
membiayai program-program pemerintah. Cara yang lebih langsung, misal
nya, adalah melalui sistem kekeluargaan dalam perusahaan, seperti yang di
terapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Pilihan mengenai 
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mekanisme ini pada akhirnya merupakan pilihan politis. Walaupun demikian, 
ia perlu memperhitungkan aspek efisiensinya.

Apa pun pilihan yang diambil, masih ada masalah lain yang perlu dipu
tuskan: Apa yang harus dibagi? Secara sederhana, pilihannya dapat diibarat
kan membagi kue atau membagi buah-buah hasil pohon. Dalam diskusi 
panel itu ada dinyatakan bahwa kita di Indonesia sudah terlanjur gandrung 
berbicara dalam bahasa membagi kue. Lalu masalahnya adalah kita lupa 
bahwa setelah dibagi kue itu pun habis. Lain halnya dengan membagi buah- 
buah hasil pohon; secara implisit ada persetujuan bahwa apabila pohon- 
pohon dibolehkan untuk menjadi semakin besar, dapat diharapkan semakin 
banyak buah yang dihasilkan, dan dengan demikian semakin banyak yang 
dapat dibagikan.

Diskusi panel sehari itu tidak memperoleh jawaban konklusif apakah fal
safah pohon dan buahnya itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada kesan 
bahwa besar itu dianggap buruk, dan karenanya ada begitu banyak hambatan 
bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang. Tetapi bagaimana mungkin 
Gudang Garam dapat berkembang menjadi demikian besar, dan karenanya 
dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya, baik melalui pembayaran pa
jak maupun secara langsung melalui berbagai pelayanan sosial kepada ma
syarakat sekelilingnya? Mungkin memang karena keberuntungannya. Tidak
kah sebenarnya keberhasilan Kiai Haji Irfan sebagai bapak pelindung itu di
mungkinkan oleh kekayaannya yang besar?

Solidaritas baru, seperti yang dibahas dalam diskusi panel sehari itu, perlu 
melibatkan seluruh masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia merupa
kan serangkaian partnership antara berbagai kelompok masyarakat dan pe
merintah. Ia menuntut kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha, dan 
bukannya persaingan yang saling mematikan. Dilihat dan diatur secara de
mikian, kerjasama antara penguasa dan pengusaha tidak perlu mempunyai 
arti dan akibat negatif bagi perkembangan bangsa dan negara. Malahan arti 
positif partnership ini merupakan inti tesis mengenai teori developmental state 
yang kini banyak diterapkan untuk menerangkan sebab-sebab keberhasilan 
beberapa negara melakukan transformasinya menuju industrialisasi.
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 CSIS Untuk menunjang kegiatan studi maha
siswa, para peneliti maupun lembaga- 
fembaga universitas, instansi-instansi pe
merintah dan umum, CENTRE FOR 
STRATEGIC AND INTERNATIONAL 
STUDIES (CSIS) menyediakan pener
bitan berupa buku-buku dan terbitan 
berkala:

BUKU-BUKU
Berbagai buku baik dalam bahasa Indo
nesia maupun bahasa Inggeris, hasil pe
nulisan staf CSIS mengenai strategi, eko
nomi, ideologi, politik, hubungan inter
nasional, pembangunan, hankam, sosial 
budaya dan lain-lain.

ANALISA
Majalah bulanan, menyajikan beberapa 
analisa peristiwa dan masalah interna
sional dan nasional, baik ideologi dan po
litik maupun ekonomi, sosial budaya dan 
pertahanan serta keamanan, yang ditulis 
oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. 
Harga per eks Rp 750,— langganan seta
hun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah ter
mabuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa 
Rp 6.750,—

THE INDONESIAN QUARTERLY 
Majalah triwulanan berbahasa Inggeris, 
memuat karangan-karangan hasil pemi
kiran, penelitian, analisa dan penilaian 
yang bersangkut-paut dengan masalah- 
masalah aktual Indonesia di forum nasio
nal maupun internasional. Harga per eks 
Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) 
Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI
Kumpulan dipping berbagai surat kabar/ 
bulletin secara sistematis mengenai 
masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau lang
sung pada: BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta 10160, Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN 
dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan 
koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk 
keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
Jalan Tanah Abang 111/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35
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Isi di luar tanggung jawab Perc. Gaya Baru




